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PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR: 6 Tahun zOLl

TENTANG

PEDOMAIiI PELAKSANAAN PERJALAIiIAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEIABAT, PEGAWAI NNGERI SIPIL DAN

PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH I{ABUPATEN BINTAI{

Menimbang: a.

BUPATI BINTAN,

bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan
dinas dalam negeri bagi pejabat, pegawai negeri sipil
dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bintan;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
di daerah maka pemerintah daerah perlu melakukan
pembinaan berupa pemberian pedoman dan standar
pelaksanaan urusan pemerintahan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Dalam Negeri bagi pejabat, pegawai negeri sipil
dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah dan
Pimpinan serta Anggota Dewan. Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bintan;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah Qtonom Kabupaten dalam
Lingkup Daerah Kabupaten SumaLera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
38e6);

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

b.

c.



5.

6.

3.

+.

10.

11.

1.2.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 'TS,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentangSusunan Kedudukan MpR, DpR, dan Opnp(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun-zoog
Nurrror 92, Tambahan Lembaran Negara nepuifit
Indonesia Nomor a3S5);
Undang-Undang Nomor IZ Tatrun 2003 tentang
5"y*gltt Negara (Lembaran Negara n"p"ifitIndonesia Tahun 2003 Nomor 42, tamtanan
!,_eqbara n Negara Republik Indonesia f,f o*o, +ZG) ;
Yrl*g:Yndang Nomcr 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran tlegara RepuUfitIndonesia Tahun 2OO4 Nomor S; tambanan
Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
lna3ns-u-ndans Nomor 10 Tahun Zooi i;;t"rsPembentukan peraturan perundang_r"a-*rg"r,
(Lembaran Negara Republik Indonesia tatur, 26;iNomor 53, Tambahan Lembaran Negara nepuUf.t
Indonesia Nomor a3g9);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan pengelolaan dan Tanggungi"*U
5"3*g?tt Negara (Lembaran Negara* n6"futIndonesia Tatrun 2OO4 l\lomor 66, famtan",
JfTb*"1 Negara Repubtik Indonesia 11i*o, aaggiUndang-Uldang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO+ Nomor L2i, ta*LJ*r,
]aelbaran Negara Republik Indonesia N;il, 443?i;Undang-Undang Nomor 93 Tatrun 2OO+ tentangPerimbangan Keuangan antara pemerintah pusat
dan Pemerintah oaeiatr (Lembaran Negara i"p.,lril.Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, famtafr",
Lembaran Negara Republik Indonesia N;-"-, 443gi;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2O'OO
_tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah-d.an
]Vakil Kepala Daerah (t embaran N"gara RepuUtit<Indonesia Tahun 20Ob Nomor .21O, famfaf,an
Lembaran Negara Republik Ind.onesia '*". +OZSi;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOL t""ijogPembinaan dan pengawasan atas penyelengg;;
Pemerintatran Daeratr (Iembaran llegara RQ;iikIndonesia Tahun 20Ol Ncmor +I, tamtananIembaran Negara Republik Indonesia N6rno, +Og0LPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 Pedoman _ 

pr:ngelolaan Keuangan D";;;
sebagaimana telatr diubah dengan peratirrarr ru"rri"ri
Dalam Dalam Negeri Nomor S9-Tahun 2OO7;

7.

8.

9.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 / PMK.05 /
2OO7 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam
Negeri bag Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Daeralr Kabupaten Bintan Nomor 18
Tahun 2OOT tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangam Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bintan Tatrun 2OO7 Nomor 18);

MEMUTUSI(AT{ :

Menetapkan : PEAATIIRAI{ BUPATI BINTAil TENTANG PEDOMAN
PELIIKSAilAAN PER.'ALIINAI{ DINAS DALIIM
NEGERI BAGI PE.'ABAT, PEGAUIAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAIITAI TIDAK TEirAP DI LINGKUNGAI{
PEIIERINTAII KABI'PATEN BINTAI{

BAB I
KETENTUAN I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalatr Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
2. Wakil Bupati adalatr Wakif Kepala Daeratr Kabupaten Bintan.
3. De'van Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
4. Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara ctan Pegawai Tidak Tetap

adalah pegawai negeri sipil, pejabat negara dan pegawai tidak tetap
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun L974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

5. Pejabat Yang Berwenang adalah kepala satuan kerja perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

6. Perjalanan dinas dalam negeri ialah perjalanan keluar tempat
kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer
dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia
untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat Yang Berwenang,
termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat
meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari
tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di
dalam negeri.

7. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua
biaya.

8. Surat Perintah Pedalanan Dinas (SPPD) adalatr surat tugas kepada
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk
melaksanakan perjalanan dinas.

9. Wilayah Jabatan adalah wilayah keda dalam menjalankan tugas.

13.

L4.



10.

11.

Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor satuan kerja
berada.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalatr dokumen yang memuat perubatran
pend.apatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan penrbahan anggaran oleh pengguna anggaran.
SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalatr
dolimmen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.
SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjritnya disingkat SPP-GU
adalah dokumer yang diajukan oleh bendatrara pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung
SPP Tambatran Uang yang selanjutnya disngkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendatrara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
unflrk pembayaran langsung dan uanS persediaan.
SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh bendatrara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak keda atau surat perintatr kerja lainnya dan pembayaran
gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan wakhr pembayaran
tertentu yarrg dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Pasal 2

Pejabat Negara,'Pegawai Negeri Sipil dan P:gawai Tidak Tetap yang
akan melaksanakan perjalanan dinas hanrs terlebih dahulu
mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (U
adalah atasan dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

(U Dalam penerbitan SPPD harrs memperhatikan hal-haf sebagai
berikut:
a. Pejabat Yang Berwenang

perjalanan dinas untuk
Jabatannya; dan

t2.

13.

t4.

15.

16.

(1)

(21

hanya dapat memberikan perintah
perjalanan dinas dalam Wilayatr



b. dalarn hal perjaranan dinas keluar wilayah Jabatannya, pejabat
Yang Berwena'g h.rus memperoleh pirsetujuan/perirrt"n- a"ri
atasan pejabat/pegawai yag bersangk rtan.

(21 Dalam hal P_ejabat yang Berwenang akan melakukan perjalanan
dinas, maka SppD ditandatangani oleh:

atasa' 
-langsungnya- sepanjang pejabat yang Berwenang satu

Tempai Kedudukan dengan ataJan lrangsungny"a; a-tau
dirinya atas nama atasan langsungny" a"r"ti hi pejabat tersebut
merupakan pejabat tertinggi pada Tempat reaualtan pejabat
bersangkutan.

PER^IAI,ANAffiII#,s JABATAIT

Pasal 4

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan <iinas d.ari rempatKedudukan ke tempat yang dituj; irtt temuati ke T;;;;Kedudukan semula.

Pd* perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) termasuk pula perjalanan yang alatutan dalam 661 .

a' Ditugaska' unhrk menempuh 
-ujia* d.inas/ujian jabatan yang

diadakan di luar tempat kedudukan
O. P:Tff:IT mengirruti pend.idikan dinas di luar tempatI(e(luctuKan

pitusaskan mengiliruti diklat/bimtek di luar tempat ked.udukan.Dihrgaskan melalrukan monitoring da' ""ir"""i berkaita'
l9rg"tr pekerjaan diluar tempat kedudukan.
Ditugaskan melakukan pelaporan berkaitan d.engan pekerjaan
diluar tempat kedudukan.
Ditugaskan melakuka' pengawasan/pemeriksaan berkaitan
9g.g"tt pekerjaan diluar tempat kedudukan.
Ditugaskan mengikuti rapat-rapat koordinasi dan/atau
*:::Ht_ berkaitan dengan peke ,rjaan diluar td*p"iKeouclukan.
Ditugaskan .melakukan studi banding berkaitan denganpekerjaan diluar tempat kedudukan.

a.

b.

(1)

(21

c.
d.

e.

f.

BAB IU
BIAYA PER"'ALI\NAIT DIIVAS

pasal S

(U Perja^ianan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4diberikan tiaya-biaya yang terdiri dari :
a. Uqng harian.
b. Biaya transportasi.



(21 Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan dalam
Keputusan Bupati tentang St6ndar Satuan Harga.

pasal 6

(1) Biaya perjalanan d.inas dibebanken pada anggaran satuan kerjaperangkat daeratr yang mengeluarkan sppD ber-sangkutan.

(21 Pejabat Yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agarmemperhatikan tersedianya dana yang iiperlukan untuk
melaksanakan perjalanan tersebut dalam 

"t 
gg*rr, satuan kerja

perangkat daerah berkenaan.

Pasal Z

Pejablt Negara, Pegawai Negeri sipil dan pegawai ridak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kari atau lebftr1 untur<perjalanan dinas yang dilakukan daram warrtir yang s^ma.

pasal 8

tl) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud d.alam pasal 4ayat (1) bagi pegawai Negeri sipil digolonglran dalam 6 (enam)
tingkat, yaihr :

a. Tingkat A_unhrk Bupati, wakil Bupati, Ketua DPRD dan wakil
Ketua DPRD.

b.
c.
d.

e.
f.

Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD.
Tingkat C untuk Pejabat Eselon III.
Tingkat D untuk pejabat Eselon [V, Eselon V, dan Golongan IV
Non Eselon.
Tingkat E untuk pegawai Non Eselon.
Tingkat F untuk Pegawai Non pNS (pff/Honorer).

(21 l_"_g3yl Negeri sipit Non Eseton unruk Golongan I dan Non pNS
(Prr/Honorer) hanya oiperkenankan melakukan perjalanan dinas
dalarn hal mendesak/khusus.

Pasal 9

(1) Biay.a perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya urrflrkmasing-masing jenis biaya sibagaimana armat<sud dalam pasal 5ayat (1) dan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana
P_asal 8 ayat (1),. dengan ketentuan ieuagaimana ditetaptai aaumKepr:tusan Bupati tentang Standar Sahrai Harga.

(21 Perjalanan dinas jabatan pula3g pergl yang memakan waktu ku,:angdari 6 (enam)iam hanya diberikan ,r.ttg hirian berupa uang 
""to.



(3) Perjalanan dinas jabatan sebagairnana dimaksud dalam pasal 4
Ayat (2) huruf a, dan g, diberikan biaya perjalanan menurut banyak
hari perjalanan dinas maksimum selama 3 (tiga) hari.

(41 Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
Ayat (2) hurr.f h, diberikan biaya perjalanan menurut banyak hari
perjalanan dinas maksimum selama 4 (empat) hari.

(5) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
Ayat (2) huruf d dan e diberikan biaya perjalanan meriurut banyak
hari pedalanan dinas maksimum selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk
Kecamatan Tambelan diberikan braya perjalanan maksimal z (tujuh)
hari.

(6) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud d,ala:n pasal 4
Ayat (2) huruf c diberikan biaya perjalanan menur-ut banyak hari
perjalanan maksimum selama 2 (dua) hari apabila diberikan biaya
kontribusi diklat/bimtek berupa biaya pendidikan dan akomodasi.
Atau diberikan biaya perjalanan menunrt banyak hari perjaianan
dinas selama hari diklat/bimtek maksimum s (lima) hari Lpabila
diberikan biaya pendidikan namun tidak termasuk biaya akododasi
diklat/bimtek.

(7) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (s)
diatas yang waktu pelaksanaannya rebih dari s (ti-") hari dan
mal<simum 1 (sattr) bulan diberikan biaya perjalanan selarna 2 (dua)
hari termasuk braya pendidikan dan akomodasi diklat/bimtek dag
selebihnya diberikan uang saku per hari sebagaimana ditetapkal
dalarn Keputtrsan Bupati tentang standar Sahran Harga.

(8) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana rlimaksud dalam pasal 4
Ayat (2) huruf b diberikan biaya perjaranan sebanyak 2 (dua) haridan selebihnya diberikan uang sakrr per hari sebagairnana
ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentanj standar satuai Harga,
serta biaya kont.ibusi.

(9) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana d.imaksud dalam pasal 4
Ayat (2) huruf f diberikan biaya perjalanan menurut banyak hari
perjalanan dinas dan dalam hal tempat kedudukan sama alU"rit 

"ttuang harian berupa uang saku.
(1O) Perjalanan dinas jabatan sebagarrnana ctimaksud pad.a Ayat (2) tidak

termasuk kegiatan rapat-rapat kocirdinasi dan/atau- konsultasi
berkaitan dengan pekerjaan serta acara seremonial dalam wilayah
jabatan.

Pasal 1O

(1) 9i9v" perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas
dilaksanal<an.

{21 Dalam hal perjalanan dinas harus segera tlilaksanakan, sementara
biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya
perjalcnan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai
dilaksanakan.



(1)

(21

(U

(2t

(3)

(1)

(21

(4)

pEr,arrsANAAN o^f#"il*(xiurvc!.rAwABAr{
PER^'ALI\NAIV DINAS JABATAN

Pasal 11

_I{ntuk dapat melakukan pedalanan d.inas, pejabat Negara/pegawai
T.:g"-r -sipil/Pegawai Tidah Tetap harus a-iueritcan. seilo "v"rg
diterbitkan oleh pejabat yang Benvenang.

Pejabat Yang berwenang ha'ya dapat menerbitkan sppD untukperjalanan dinas yang biayanya dibebankan p"J" anggaran yang
tersedia pada satuan kerja perangkat daerah beikenaan.

pasal 12

SPIP merupakan br\S, pelaporan dan pertanggungiawaban
pelaksanaan perjalanan dinaJ.

Dalarn SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan ataucacat-cacat dalam tulisan. Perubatran-p"r"u"rt"tr airinir<an a"rfficoretan da' dibubuhi paraf dari pejab"t v.ttg Berwenang.

Pada SPPD dicatat:
a. tanggal berangkat {r{ tempat ked^udukan/tempat berada dan
. ditandlhngani oleh pejabat iang n"r*rarg.b. tanggal tiba 

. 
rlan berangkat- di/d;--t?mpat tujuan danditandatangani oreh_pt"t/p":ab1t di t"-p"iy.i.g di datangr.c. tanggal tiba kembali di tempat kedudulln aurr-ditandatingani

Pejabat Yang Berwenang.

selarnbat-lambatnya s (lima) hari kerja setelah perjalanan dinasberakhir,- SPPD yang teiah druubutti. catatan tanggal tiba kembali
9* - 9rd" tangan pejabSt yang_ Berwenang Jilerarrtan kepadabendaharawan yang semura -"db"y"rt"rr--ui"v" 

-p"rjatanan 
dinaskepada pegawai bersa'gkuta', untut< sera'jutnva digunalan darampenJ rsunan pertanggungiawabannya.

Pasal 13

Pejabat Negara, pegawai Negeri Sipil.dan pegawai ridak Tetap yangmelak'kan perjaranan d.inas 'ir4iu *;t"*pankan dokumenpenanggungiawaban biaya perjalanan dinasnya.

Dokumen pertanggungiawaban biaya sebagaimana pada ayat (r)terdiri dari SPPD, bukti penerimaan biaya perj"t*"r, dinas olehPejabat Negara, pegawai Negeri sipil a- ir"gi*ii ridak retap y;;melakukan perjalanan dinai, hpdran perjarinan di'as, serta buktipendukung transportasi utama iang digunakan.



(3) Pada dasarnya pertanggungiawaban mengenai biaya-biaya
perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pad"
pembulctian batrwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar ielah
dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban
pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan sKpD masing-
masing.

Pejabat Yang Berwenang dan pihak yang melakrrkan perjalanan
d.inas bertanggung jawab sepenuhnya atas ken:.gian 

-keuangan

faerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atanr,kealpaan yang
bersangkutan dalam hubungannya dengan pedatanan din""
berkenaan.

Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana
.limaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan

perundangundangan yang berlaku; dan atau
b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut

ketentuan yang berlaku.

BAB V
PROSEDITR PEIIBAYARAIT BIAYA PER^IAL/INADI DINAS

Pasal 15

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalarn batas pagu
€uaggaran yang tersec.a dalam DPA-SKPD dan/atau DppA-sKpD.

Pasal 16

P,embayaran biaya perjalanan dinas dapat dilaktrkan dengan mekanisme
uang Persediaan (uP) dan/etau mekanisme pembayaran L"angsung (LS).

Pasal 17

Pemberian biaya perjalanan dinas didasarkan pada permintaan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembanhr dengan dilampiri :a. sure.t Perintah Tugas ur-".tuk melaksanakan perjalanan dinas yang

ditanda tangani pejabat yang berwenang.
b. Surat Perintah Pedalanan Dinas yang selanjutnya disingkat deugan

SPPD.
c. Daftar nominatif perjalanan dinas beserta rincian biaya perjalanan

dinas.

(1)

(21

(3)



BAB VI
KEIEIVTUAN LAIN

Pasal 18

P.1* hal Perjalanan Dinas bagi pejabat Negara, pegawai Negeri sipil,Pegawai Tidak Tetap yang karena jabatannya h"trr, *it"tt,k"r,
Perjalanan Dinas agar mengikuti ketentuan *"U.g*i*ana ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEIYUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 27 Januari 201

BIIYT

AilSAR SE. MM

27 Januari 2011

M. AMIIII MU JIITAR, MM
DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2OL1 NOMOR

Diundangkan di Kijang


